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“Kebanggaan kami yang terbesar bukan karena kami tidak pernah jatuh, 
tetapi karena kami selalu bangkit setiap kali terjatuh.” 
         (Confucius) 
“Pengetahuan adalah satu-satunya tiran kekayaan yang tidak dapat 
dirampas, hanya kematian yang bisa memadamkan lampu pengetahuan 
yang ada dalam dirimu.” 














































































    Karya ini ku persembahkan untuk : 
• Ayah dan Ibu terhormat 
• Adik – adikku tersayang 
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Melysa Devi Agsiwi, 2011, PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT DI PD 
BPR BKK BOYOLALI KOTA CABANG AMPEL. Laporan Tugas Akhir, 
Program Diploma III Manajemen Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
Masyarakat golongan ekonomi lemah dipedesaan yang terdiri dari para petani, 
peternak, pengusaha kecil, dan pedagang kecil, dalam meningkatkan usahanya 
mengalami banyak kendala, diantaranya kekurangan modal. PD.BPR BKK 
BOYOLALI KOTA Cabang Ampel sebagai lembaga Keuangan yang berada disetiap 
kecamatan, mempunyai peran dalam meningkatkan usahanya melalui pemberian 
kredit. 
Dari latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan dapat dirumuskan 
mengenai “ Bagaimana Prosedur Pemberian Kredit di PD BPR BKK BOYOLALI 
KOTA Cabang Ampel ? “ 
Kredit merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian atau 
mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada 
suatu jangka waktu yang disepakati. Kredit Umum adalah Kredit yang diberikan 
kepada masyarakat untuk membantu modal atau perluasan usahanya, baik di bidang 
investasi, modal kerja serta guna kebutuhan konsumsi. Kredit pegawai adalah kredit 
yang diperuntuk bagi karyawan/Pegawai negeri/sipil/ABRI. Yang pada dasarnya 
untuk kepentingan konsumsi seperti biaya sekolah anak, perbaikan rumah. Dengan 
jaminan berupa gaji tetap calon peminjam dan persetujuan dari pimpinan instansi 
dimana debitur bekerja. 
Pengamatan ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi, mengkaji dokumen dan 
arsip. Proses wawancara dilakukan dengan menunjuk beberapa orang yang dianggap 
berkompeten dalam bidangnya. Metode observasi yang dilakukan yaitu observasi 
berperan aktif didalam proses pemberian kredit  
Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa prosedur pemberian Kredit di PD.BPR 
BKK BOYOLALI KOTA Cabang Ampel meliputi kelengkapan data, wawancara, B I 
Checking, Rekomendasi wawancara, Penerbitan Daftar Usulan, Rapat Komisi Kredit, 
terbit Surat Perintah Pencairan Kredit, akad kedit. 
Kesimpulan yang didapat dari pengamatan tersebut menunjukkan bahwa prosedur 
pemberian kredit di PD.BPR BKK BOYOLALI KOTA Cabang Ampel telah 
dilakukan dengan baik dan memenuhi standar kelayakan pemberian kredit seperti 
yang dilakukan oleh bank-bank lain. Melalui proses yang cepat dan persyaratan yang 
mudah serta sederhana. Namun masih terdapat masalah yang timbul dalam 
pelaksanaan kredit seperti yaitu Subsi kredit kurang teliti dalam pengecekan berkas 
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PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG 
 
Pemerintahan Indonesia dalam mewujudkan tujuan nasional yaitu 
terciptanya masyarakat adil makmur dilaksanakan dengan berbagai cara, 
diantaranya dengan pembangunan di bidang ekonomi. 
Pembangunan ekonomi adalah usaha untuk meningkatkan taraf hidup 
masyarakat yang pelaksanaanya melalui peningkatan usaha di bidang 
pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, perindustrian dan usaha-usaha 
lain yang dapat meningkatkan kehidupan rakyat banyak. 
Berkaitan dengan upaya meningkatkan usahanya masyarakat seringkali 
mengalami berbagai macam hambatan dan kesulitan, diantaranya adalah 
kurangnya modal, terutama bagi pengusaha kecil atau golongan ekonomi 
lemah. Sehingga untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya, mereka 
meminjam uang kepada renternir tanpa mempertimbangkan akibatnya 
dikemudian hari. Hal ini dilakukan karena dalam meminjam uang kepada 
rentenir dapat dilakukan setiap waktu, baik pagi, siang atau malam, bahkan 
hari libur pun tidak menjadi halangan untuk mengadakan transaksi pinjam 
meminjam tersebut. Kecuali hal tersebut, meminjam kepada rentenir tidak 
perlu melalui prosedur yang berbelit-belit dan tanpa persyaratan administrasi 
yang bermacam-macam, sehingga secara cepat dan mudah uang yang 
dibutuhkan dapat segera diperoleh. Jadi hal tersebut dianggap lebih praktis, 
tanpa mengingat segi negatifnya, yaitu adanya suku bunga tinggi yang dapat 
merugikan usaha mereka di kemudian hari. Maka alternatif yang terbaik 
adalah meminjam uang melalui kredit di bank, karena suku bunga di bank 
relatif rendah. 
 
Perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan 
demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dengan fungsi 
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di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional 
dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas 
nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 
Mengingat pentingnya dana bagi perkembangan usaha dan untuk 
membantu pengusaha golongan ekonomi lemah dalam rangka memperoleh 
modal maka pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan untuk membantu 
perkembangan usaha yang dikelola pengusaha lemah dipedesaan. 
Bank Perkreditan Rakyat BKK sebagai salah satu lembaga keuangan 
yang berada di kecamatan, dapat membantu memberikan pelayanan kepada 
masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil dalam 
memperoleh kecukupan modal guna meningkatkan usahanya, sebagaimana 
tertuang didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1992 tentang Bank 
Perkreditan Rakyat yang menyatakan : 
“Bahwa Bank Perkreditan Rakyat yang berfungsi sebagai usaha yang 
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat harus mampu 
menunjang modernisasi pedesaan dan memberikan pelayanan bagi 
golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil.” 
 
Lembaga ini diharapkan dapat memberikan kredit kepada masyarakat 
pedesaan dengan prosedur yang mudah dan alokasi yang dekat dengan 
masyarakat. Lembaga Perkreditan dianggap sebagai alat yang dapat digunakan 
untuk membangun dana guna perkembangan usaha masyarakat ekonomi 
lemah di pedesaan. Untuk itu pemerintah daerah membentuk Bank Perkreditan 
Rakyat BKK. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas dan penghasilan 
masyarakat lemah dengan cara yang mudah dan mengarah. 
Dalam operasinya PD.BPR BKK BOYOLALI KOTA Cabang Ampel 
memiliki berbagai macam produk yang ditawarkan diantaranya adalah Kredit 
yaitu kredit pegawai dan kredit umum. Kredit pegawai merupakan penyediaan 
dana tunai kepada para pegawai yang biasanya bersifat konsumtif. Sedangkan 
Kredit Umum merupakan penyediaan dana tunai kepada para nasabah 
khususnya para ekonomi lemah seperti pedagang, petani, peternak, yang dapat 
digunakan sebagai tambahan modal, dengan persyaratan yang mudah, 
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Disamping itu dalam menyalurkan kreditnya menggunakan sistem pasaran, 
mingguan, bulanan dan musiman. Pemberian kredit menganut asas manajemen 
ke bawah yaitu program yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. 
 
          Tabel 1.1 
Jumlah Debitur pengguna fasilitas kredit PD.BPR BKK BOYOLALI 
KOTA CAB AMPEL tahun 2008 sampai Februari 2011 
 
Periode Jumlah Debitur 
Total kredit yang 
diberikan 
Tahun 2008 1.192 Debitur Rp. 2.852.725.000,00 
Tahun 2009 616 Debitur Rp. 3.578.250.000,00 
Tahun 2010 505 Debitur Rp. 3.058.900.000,00 
Februari 2011 62 Debitur Rp.    544.900.000,00 
 
Dari data diatas terdapat jumlah debitur pengguna fasilitas kredit di 
PD.BPR BKK Boyolali Kota Cabang Ampel mengalami sedikit penurunan 
dari tahun ke tahun, hal ini dikarenakan adanya persaingan dengan Bank – 
Bank milik daerah maupun milik swasta lainnya yang berani memberikan 
suku bunga yang rendah dengan nominal pinjaman yang lebih tinggi. Namun 
demikian tidak mengurangi produktivitas PD.BPR BKK BOYOLALI KOTA 
Cabang Ampel, karena masih ada para calon debitur yang tertarik 
menggunakan fasilitas kredit  
PD.BPR BKK BOYOLALI KOTA Cabang Ampel mempunyai sasaran 
kerja pada masyarakat di wilayah kecamatan Ampel. Pelayanan kredit dari 
BPR BKK kepada masyarakat ampel dan sekitarnya ini bukan merupakan 
pekerjaan yang mudah, mengingat para nasabah yang mayoritas adalah 
pengusaha kecil ini masih menggunakan cara-cara tradisional dalam 
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mengambil keputusan realisasi kredit yang akan diberikan. Bank harus benar-
benar dapat mengevaluasi dengan cermat setiap usulan kredit yang masuk, 
karena jika tidak hati-hati maka resiko tidak tertagihnya kredit yang diberikan 
akan semakin besar.  
 
B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 
maka permasalahan yang ingin diamati adalah mengenai “Bagaimana 
Prosedur Pemberian Kredit di Perusahaan Daerah Badan Prekreditan Rakyat 
Badan Kredit Kecamatan Boyolali Kota Cabang Ampel ?” 
 
C. TUJUAN PENGAMATAN 
1. Tujuan Operasional 
Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit di PD 
BPR BKK Boyolali Kota Cabang Ampel yang memiliki tujuan utama 
untuk menghindari pratek lintah darat atau rentenir dengan bunga 
tinggi yang sering beroperasi diwilayah pedesaan. 
2. Tujuan Fungsional 
Hasil pengamatan ini diharapkan bisa bermanfaat bagi penulis, 
pembaca maupun bagi kantor PD BPR BKK BOYOLALI KOTA 
Cabang Ampel baik sebagai pengetahuan, masukan dan bahan 
pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dalam 
melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan 
prosedur pemberian kredit di PD BPR BKK BOYOLALI KOTA 
Cabang Ampel. Sehingga bisa membenahi kekurangan dan 




3. Tujuan Individual 
Pengamatan ini dilakukan untuk memenuhi syarat dalam 
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Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
D. MANFAAT PENGAMATAN 
Manfaat yang dapat diambil dari pengamatan ini adalah : 
a. Bagi Mahasiswa 
Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan praktis secara langsung 
tentang prosedur pemberian kredit sehingga dapat dijadikan bekal dalam 
menghadapi dunia kerja. 
 
b. Bagi Pihak Bank 
Hasil pengamatan ini dapat digunakan sebagai referensi bagi PD. BPR 
BKK BOYOLALI KOTA Cabang Ampel dalam melaksanakan pemberian 
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DAN METODOLOGI PENGAMATAN 
 
 
I.  TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Prosedur 
Prosedur kerja ini dibuat untuk memperlancar setiap pekerjaan yang 
dilaksanakan oleh instansi dalam rangka mencapai tujuan atau sasarannya. Prosedur-
prosedur berkaitan dengan suatu langkah yang bertahap yang berkaitan satu sama lain 
yang digunakan oleh suatu organisasi dalam menyelesaikan setiap tugas pekerjannya. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga ( 2007 : 899 ) Prosedur 
dapat diartikan sebagai berikut : 
1. Tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas 
2. Metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu 
masalah 
Pengertian prosedur menurut Moekijat dalam kamus manajemen ( 1990 : 435 ) 
sebagai berikut : 
1. Suatu prosedur berhubungan dengan pemilihan dan penggunaan arah 
tindakan tertentu sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditentukan. 
2. Prosedur-prosedur memberikan urutan menurut waktu (chronologi) 
kepada tugas-tugas dan menentukan jalan dari serangkaian tugas 
demikian dalam kebijaksanaan dan kearah tujuan yang telah ditentukan 
terlebih dahulu. 
3. Suatu prosedur adalah serangkaian tugas yang saling berhubungan 
yang merupakan urutan menurut waktu dan cara tertentu untuk 
melakukan pekerjaan yang harus diselesaikan. 
4. Urutan waktu secara kronologis (menurut waktu) dari tugas-tugas ini 







Menurut Moekijat dalam bukunya Ida Nuraida ( 2008 : 35 ) menyatakan 
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pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan ), dimana pekerjaan tersebut dilakukan, 
berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana 
melakukannya, dimana melakukannya dan siapa yang melakukannya.  
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan : 
1. Metode-metode yang dibutuhkan untuk menangani aktivitas-aktivitas yang 
akan datang. 
2. Urutan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. 
3. Pedoman untuk bertindak 
Sedangkan menurut pendapat Hadari Hawawi ( 1989 : 51 ) : 
Prosedur kerja adalah hubungan dan pentahapan kerja sama yang digunakan 
secara sistematis untuk melaksanakan tugas-tugas pokok dan tugas-tugas lainnya 
dalam batas-batas peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku dan kebijakan 
yang ditetapkan di lingkungan satuan organisasi atau unit kerja tertentu.  
 
Sejumlah orang yang tergabung dalam satu satuan organisasi atau unit kerja 
tersebut dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat bekerja sendiri-sendiri dan dapat 
pula bersama-sama. Oleh karena keharusan bekerja bersama-sama lebih dominan 
daripada bekerja sendiri-sendiri maka harus diciptakan dan dibina kerja sama antara 
satu dengan yang lain agar tercipta tata hubungan kerja yang harmonis. Disamping itu 
hubungan kerja harus diatur dan dalam melaksanakan tugas-tugas harus ditetapkan 
pentahapannya secara sistematis, agar pekerjaan berlangsung efektif dan efisien dalam 








Harold Koontz, Cyrill O’Donnel, Henz Weihrich dalam Intisari Manajemen ( 
1989:124 ) memberikan pengertian prosedur sebagai berikut : 
Prosedur adalah rencana yang menetapkan suatu metode penanganan yang 
dibutuhkan untuk aktifitas-aktifitas yang akan datang. Ia merupakan pedoman untuk 
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menyelesaikan suatu kegiatan tertentu. Ia merupakan urut-urutan kronologis dari 
tindakan tertentu ia merupakan urut-urutan kronologis dari tindakan-tindakan yang 
dibutuhkan. 
 
Berdasarkan definisi diatas dapat kita katakan bahwa prosedur merupakan 
suatu bentuk rencana yang berkaitan dengan penetapan cara bertindak dan berlaku 
untuk kegiatan-kegiatan dimasa mendatang. Ketetapan ini dipakai sebagai pedoman 
dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam proses 
perencanaan. Dikatakan sebagai pedoman karena dalam prosedur menguraikan cara 
yang tepat untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan tersebut serta urut-urutan dari 
kegiatan itu secara kronologis. 
Urut-urutan kronologi tugas-tugas merupakan ciri khas setiap prosedur. Oleh 
karenanya batas-batas waktu perlu ditetapkan pada setiap langkah sebuah prosedur 
agar dapat dipastikan bahwa masing-masing tugas maupun hasil akhir dapat 
dilaksanakan. Karena waktu merupakan sumber yang sama sekali tidak dapat 
diperbarui, sehingga harus dapat dipergunakan sebaik-baiknya. 
Prosedur-prosedur juga tidak dapat berdiri dan berjalan sendiri melainkan 
dijalankan oleh orang-orang sebagai pelaksana prosedur.  Peranan tenaga manusia 
merupakan sumber terpenting yang dimiliki organisasi. Karena sifatnya sebagai 
pelaksana dari semua langkah-langkah kebijaksaan dan keputusan yang diambil 
dalam melaksanakan pekerjaannya, maka peranannya juga harus dikelola secara 
maksimal. 
Adanya itu semua jika tanpa didukung dengan sarana dan prasarana kerja juga 
tidak bisa berjalan. Penggunaan sarana dan prasarana dalam prosedur kerja tetap 
diperhitungkan, artinya dengan sarana yang seadanya hendaknya tidak mengurangi 
semangat untuk bekerja dan diharapkan hasil yang dicapai dapat memuaskan semua 
pihak. 
 
Apabila faktor-faktor yang mempengaruhi diatas dimanfaatkan dan dikelola 
sebaik-baiknya, maka akan tercapai suatu efisiensi kerja dalam organisasi. Hal itu 
terjadi karena prosedur kerja merupakan alat untuk mengkoordinasikan setiap tugas 
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Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa suatu prosedur tidak dapat 
berdiri sendiri karena sudah merupakan suatu kebulatan, di mana faktor-faktor di 
dalamnya saling mempengaruhi dan mempunyai ketergantungan satu sama lain.  
Dalam penetapan, pemeliharaan, dan pengembangan prosedur kerja agar 
pelaksanaan pekerjaan berlangsung secar efektif dan efisien perlu memperhatikan 
prinsip-prinsip berikut ini yang dikemukakan oleh Hadari Nawawi ( 1989 : 51 ) : 
1. Prosedur kerja harus dinyatakan secara jelas dalam bentuk tertulis yang 
menggambarkan arus jalannya pekerjaan secara bertahap dan sistematis, 
agar mudah dilaksanakan dan diawasi 
2. Prosedur kerja harus dikomunikasikan secara sistematis, kepada semua 
personil, agar dalam pelaksanaan pekerjaan rutin berlangsung secara 
mekanis dan lancar 
3. Prosedur kerja diciptakan dan dikembangkan sedapat mungkin 
diselaraskan dengan prosedur kerja yang digunakan oleh satuan 
organisasi atau unit kerja yang lebih tinggi dalam lingkungan yang 
bersifat vertikal. 
4. Prosedur kerja harus disusun secara baik, dengan garis komando yang 
menggambarkan arus perintah dan pertanggungjawaban yang jelas dan 
garis hubungan kerja konsultatif yang jelas juga. 
5. Prosedur kerja harus selalu di evaluasi atau memuat program 
pemerikasaan intern, agar selalu dapat dilaksanakan tindakan perbaikan 
secara periodik dan berkesinambungan. 
6. Untuk mengurangi atau mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan 
atau kekeliruan, prosedur kerja harus dikoordinasikan secara baik pula, 
agar pekerjaan seorang personil atau pegawai secara otomatis di cek 
oleh pegawai atau personil yang lain, terutama dalam melaksanakan 
pekerjaan yang berproses secara bertahap. 
7. Dalam mewujudkan pekerjaan secara operasional yang sifatnya tidak 
mekanis, prosedur kerja tidak boleh terlalu rinci sehingga menghasilkan 
birokrasi yang terlalu ketat. Untuk itu prosedur kerja harus luwes dan 
memungkinkan para pelaksana mengambil keputusan seacar cepat, 
bilamana situasi menuntutnya, sehingga keputusan harus dilakukan 
diluar kebiasaan. 
8. Prosedur kerja tidak boleh tumpang tindih, bertentangan, dan 
berduplikasi antara yang satu dengan yang lain, karena dapat 
membingungkan dalam melaksanakan arus pekerjaan. 
9. Prosedur kerja harus bernilai ekonomis sehingga tidak memerlukan 
banyak uang, waktu, dan tenaga secara berlebihan.  
 
Disamping dapat menjamin pelaksanaan kerja yang efektif dan efisien, 
pelaksanaan prinsip tersebut berguna pula sebagai sarana pengawasan, 
pemeriksaan, pemantauan, dan evaluasi harus mampu mengungkapkan apakah 
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Disamping itu juga dapat diketahui pula mekanisnya yang menggambarkan apakah 
usaha mengkomunikasikan prosedur kerja itu kepada bawahan sudah merata atau 
belum, apakah tidak terdapat pertentangan antara prosedur yang digunakan dan 
ditetapkan oleh pimpinan yang lebih tinggi sehingga tidak lagi menimbulkan 
hambatan. 
 
B. Prosedur Umum Kredit 
 Prosedur kredit yang dimaksud merupakan tahap-tahap yang dimulai dari 
pengajuan / permohonan kredit sampai pencairan kredit . 
Menurut Thomas Suyatno, dkk ( 1999 : 69 – 87 ) pelaksanaan tentang 
prosedur umum kredit adalah melalui tahap-tahap sebagai berikut: 
1. Permohonan kredit 
Langkah awal dari prosedur kredit yaitu membuat surat permohonan kredit 
yang ditujukan kepada kantor cabang atau kantor pusat yang bersangkutan, 
tergantung dari tingkat kewenangan yang dimilikinya. Fungsi daripada 
permohonan kredit adalah sebagai bukti permohonan kredit dari perusahaan 
atau perorangan kepada bank, yang permohonan tersebut menyertakan 
lampiran-lampirannya sebagai informasi dalam evaluasi kredit. 
Permohonan fasilitas kredit mencakup : 
a. Permohonan baru untuk mendapatkan suatu jenis fasilitas kredit 
b. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan 
c. Pemohonan perpanjangan / pembauran masa laku kredit yang telah 
berakhir jangka waktunya 
d. Permohonan – permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat 
fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan, 
perubahan/pembauran jadwal angsuran dan lain sebagainya. 
 
 
Berkas-berkas permohonan kredit terdiri dari : 
a. Surat – surat permohonan yang ditandatangani secara lengkap dan sah 
b. Daftar isian yang disediakan oleh bank yang secara sebenarnya dan 
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c. Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit. 
Permohonan dinyatakan lengkap bila telah memenuhi persyaratan yang 
ditentukan untuk pengajuan permohonan kredit yang sedang dalam proses, 
maka berkas-berkas permohonan kredit harus dipelihara dalam berkas 
permohonan. 
2. Penyidikan dan analisis kredit 
a. Yang dimaksud dengan penyidikan kredit adalah pekerjaan yang 
meliputi : 
i. Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur 
ii. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan 
kredit yang diajukan nasabah, baik data intern bank maupun 
data ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antar bank dan 
pemeriksaan pada daftar-daftar hitam dan daftar-daftar kredit 
macet. 
iii. Pemeriksaan / penyidikan atas kebenaran dan kewajiban 
mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi 
lainnya yang diperoleh. 
iv. Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan 
yang telah dilaksanakan. 
b. Yang dimaksud dengan analisa kredit adalah pekerjaan yang meliputi : 
i. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala 
aspek, baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui 
kemungkinan dapat/tidak dapat dipertimbangkan sutau 
permohonan kredit. 
ii. Menyusun laporan analisis yang diperlukan yang berisi 
penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif 
sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan 
pimpinan dari permohonan kredit nasabah. 
c. Penelitian data 
Bank perlu mengadakan penelitian yang semestinya atas kewajaran 
dan konsisten dari data dan informasi yang diterima sebelum 
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kesimpulan yang kurang tepat serta memperlambat pengambilan 
keputusan. 
3. Keputusan atas permohonan kredit 
Dalam hal ini, yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan 
pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa 
menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit 
kepada pejabat yang lebih tinggi. 
Setiap keputusan permohonan kredit, harus memperhatikan penilaian 
syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan 
pemeriksaan kredit dan analisis kredit. Bahan pertimbangan atau informasi-
informasi lainnya yang diperoleh pajabat pengambil keputusan, harus 
dibubuhkan secara tertulis. 
4. Penolakan permohonan kredit 
Penolakan ini adalah untuk permohonan kredit yang nyata-nyata dianggap 
oleh bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan. Langkah-langkah yang 
harus diperhatikan adalah : 
a. Semua keputusan penolakan harus disampaikan secara tertulis kepada 
nasabah dengan disertai alasan penolakannya. 
b. Surat penolakan permohonan minimal dibuat dalam rangkap tiga. 
5. Persetujuan permohonan kredit 
Yang dimaksud persetujuan permohonan kredit adalah keputusan bank 
untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon 
debitur. Untuk melindungi kepentingan bank dalam pelaksanaan persetujuan 
tersebut, maka biasanya ditegaskan terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas 
kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah. 
 
6. Pencairan fasilitas kredit 
Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan 
kredit yang telah disetujui oleh bank. Dalam prakteknya, pencairan kredit ini 
berupa pembayaran dan atau pemindah bukuan atas beban rekening pinjaman 
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Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah, bila syarat-
syarat yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan. Pengikatan jaminan 
secara sempurna dan penandatanganan warkat-warkat kredit (perjanjian 
kredit) mutlak harus mendahului pencairan kredit. 
7. Pelunasan fasilitas kredit 
Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban utang nasabah 
terhadap bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit. 
Hal – hal yang harus diperhatikan dalam proses pelunasan fasilitas kredit 
antara lain : 
a. Perhitungan semua kewajiban utang nasabah harus segera diselesaikan 
sampai dengan tanggal pelunasan : 
- Utang pokok 
-  Utang bunga 
-  Denda-denda jika ada 
- Biaya administrasi lainnya 
b. Untuk mencegah timbulnya klaim dari nasabah karena tidak 
lengkapnya pengembalian dokumen-dokumen jaminan, bank harus 
mengadakan inventarisasi atas dokumen yang disimpan pada berkas 
jaminan dan dicocokan dengan catatan yang tersedia. 
c. Penyerahan kembali dokumen-dokumen jaminan kepada nasabah 
hanya dapat dilakukan secara nyata-nyata nasabah menyelesaikan 
semua kewajibannya. Penyerahan dokumen jaminan tersebut harus 
dengan surat tanda terima dan ditandatangani oleh yang berhak. Surat 




C. Pengertian Kredit 
Istilah kredit berasal dari bahasa yunani (credere) yang berarti kepercayaan 
(truth atau faith). Oleh karena itu dasar dari Kredit ialah kepercayaan. Seseorang 
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kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang 
telah dijanjikan. 
Menurut UU nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 11 : “Kredit adalah 
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan 
kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 
pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 
pemberian bunga.” 
Dalam prakteknya kredit bank adalah pemberian pinjaman oleh bank 
kepada para nasabahnya untuk membiayai kegiatan usahanya dalam jumlah 
tertentu dalam jangka waktu yang disepakati bersama antara bank sebagai kreditur 
dan nasabah sebagai debitur, dengan ketentuan-ketentuan yang disetujui bersama 
yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit yang berisi antara lain kesediaan 
debitur untuk membayar kembali kredit, termasuk beban bunganya. Kesimpulan 
dari pengertian kredit adalah : 
a. Adanya penyerahan uang/tagihan atau barang yang dapat 
menimbulkan tagihan kepada pihak lain. Dengan memberikan 
pinjaman ini bank berharap akan memperoleh tambahan nilai dari 
pokok pinjaman yang berupa bunga sebagai pendapatan bagi bank 
yang bersangkutan. 
b. Proses kredit didasarkan pada suatu perjanjian, dimana belah pihak 
saling percaya bahwa masing-masing pihak akan mematuhi 
kewajibannya. 
c. Kredit diberikan bila ada jaminan bahwa pelunasan hutang dan bunga 
akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 




D. Pengertian Kredit Umum 
 Kredit yang diberikan kepada masyarakat untuk membantu modal atau 
perluasan usahanya, baik di bidang investasi, modal kerja serta guna kebutuhan 
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pengusaha, dan pertanian. Kredit ini dengan jangka waktu paling lama 60 bulan 
serta dengan jaminan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Seperti mebelair, 
tanah, sepeda motor, dan dapat juga berupa tabungan atau deposito. Dari segala 
bentuk kredit yang diberikan dikenakan tabungan wajib sebesar 5% sebagai 
perwujudan dari program pemerintah. 
 Syarat yang harus dipenuhi calon debitur : 
a. Calon debitur bukan seorang pegawai 
b. Mendapat persetujuan / rekomendasi dari kepala desa. 
c. Memiliki usaha di bidang perdagangan, pengusaha ataupun pertanian. 
d. Memiliki agunan yang berupa serifikat maupun BPKP Kendaraan 
Bermotor. 
 
E. Pengertian Kredit Pegawai 
 Kredit yang diperuntukan bagi karyawan / Pegawai negeri / sipil / 
ABRI. Yang pada dasarnya untuk kepentingan konsumsi seperti biaya sekolah 
anak, perbaikan rumah. Dengan jaminan berupa gaji tetap calon peminjam dan 
persetujuan dari pimpinan instansi dimana debitur bekerja. 
Syarat yang harus dipenuhi calon debitur : 
a. Pegawai Negeri / sipil / ABRI 
b. Mendapat persetujuan / rekomendasi dari pimpinan tempat bekerja 
c. Bersedia menandatangani pernyataan surat potong gaji 
d. Jika pinjaman diatas 20 juta rupiah maka harus menyertakan agunan 






F. Unsur Kredit 
 Dalam setiap pemberian kredit kepada nasabah terdapat beberapa unsur kredit 
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Setiap pelepasan kredit, dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank 
bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh debiturnya sesuai 
dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. 
2. Waktu 
Bahwa antara pelepasan kredit oleh bank dengan pembayaran kembali 
oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan, melainkan 
dipisahkan oleh suatu masa tenggang waktu. 
3. Resiko 
Setiap pelepasan kredit jenis apapun akan terkandung resiko yang 
dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dengan pembayaran 
kembali. Hal ini berarti semakin panjang jangka waktunya maka 
semakin tinggi pula resiko kredit tersebut. 
4. Prestasi 
Setiap kesepakatan yang terjadi antara bank dengan debiturnya 
mengenai suatu pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi 
suatu prestasi. 
5. Kesepakatan 
Ditandai dengan adanya perjanjian kredit dan atau pengakuan hutang, 
yang berarti pelepasan kredit harus dilakukan dengan suatu perjanjian 
kredit. ( Hasanudin Rahman, 2000 :17 ) 
 
G. Tujuan Kredit 
Tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah 
yang akan mengembangkan tugas sebagai agent of development adalah untuk : 
a. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan 
pembangunan. 
b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya 
guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. 
c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan 
dapat memperluas usahanya. ( Thomas Suyatno dkk, 1999 :15 ) 
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 Jenis-jenis kredit yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat dapat 
dilihat dari berbagai sudut, ( Thomas Suyatno dkk, 1999 :25-29 ). Jenis-jenis kredit 
antara lain : 
1. Kredit dilihat dari sudut pandangnya  
Kredit ini terdiri atas : 
a. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan 
untuk memperlancar jalannya proses konsumtif. 
b. Kredit Produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan 
untuk memperlancar jalannya proses produksi. 
2. Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya 
a. Kredit jangka pendek 
Kredit yang jangka waktunya kurang dari satu tahun. 
b. Kredit jangka menengah 
Kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun. 
c. Kredit jangka panjang 
Kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. 
3. Kredit dilihat dari sudut jaminannya 
a. Kredit tanpa jaminan 
Didalam kredit ini jaminan atas kredit yang dimaksud adalah 
bonafiditasnya dan prospek usaha nasabah yang bersangkutan. 
Jadi jaminannya bukan berupa jaminan fisik. Dengan demikian 
sapek – aspek analisa kredit ditekankan pada segi bonafiditas 
dan kekuatan keuangan debitur . 
b. Kredit dengan jaminan 
Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jenis kredit 
seperti inilah yang digunakan oleh seluruh Bank di Indonesia, 
hal ini sesuai dengan larangan Bank Indonesia tentang 
pemberian kredit tanpa jaminan. 
4. Kredit dilihat dari sudut penggunaanya 
a. Kredit eksplotasi 
Pengertian kredit eksploitasi adalah kredit berjangka waktu 
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untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga 
dapat berjalan dengan lancar. 
b. Kredit investasi 
Pengertian kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau 
jangka panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada 
perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal. 
 
II . METODOLOGI PENGAMATAN 
 
1. Lokasi Pengamatan 
Lokasi pengatamatan dilakukan pada Kantor PD.BPR BKK Boyolali Kota 
Cabang Ampel yang beralamatkan di Jl. Raya Solo Semarang KM 10 Ampel 
Boyolali, dengan pertimbangan sebagai berikut : 
a. Dalam lokasi pengamatan, terdapat masalah yang ingin dikaji dalam 
pengamatan ini 
b. Dalam lokasi pengamatan, penulis memperoleh ijin melaksanakan 
pengamatan yang memungkinkan penulis mendapat informasi yang 
diperlukan. 
c. Prosedur yang diterapkan  mudah dan transparan, sehingga para 
nasabah dapat melakukan transaksi dengan aman dan nyaman. Dengan 
prosedur yang jelas dan tidak terbelit-belit. 
2. Jenis Pengamatan 
Pengamatan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana 
pengamatan yang dilakukan terbatas pada usaha untuk mengungkapkan suatu 
masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat 
sekedar mengungkapkan fakta. Hasil pengamatan ditekankan pada pemberian 
gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang 
diamati. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-
angka. 
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Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data manusia (narasumber) 
sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasinya. 
Peneliti dan narasumber disini memiliki posisi yang sama, dan 
narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta 
peneliti, tetapi ia bisa memilih arah dan selera dalam menyajikan 
informasi yang ia miliki. ( H.B Sutopo 2002 : 50 ) 
Narasumber dalam pengamatan ini adalah pimpinan dan karyawan dari 
PD BPR BKK Boyolali Kota Cab Ampel.  
b. Dokumen dan Arsip 
Dalam pengamatan ini diperoleh data dari beberapa arsip dan dokumen 
yang berhubungan dengan masalah pengamatan tersebut. 
c. Tempat dan Lokasi 
Tempat ditemukannya data adalah di kantor PD BPR BKK Boyolali 
Kota Cabang Ampel. 
 
4. Teknik pengumpulan data 
Untuk memperoleh data, penulis terjun langsung dengan memasuki lapangan 
yaitu tempat terdapatnya sumber-sumber data. Dalam mengumpulkan data 
penulis menggunakan cara sebagai berikut : 
a. Observasi 
Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data 
yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta gambar. 
Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak 
langsung. ( H.B Sutopo 2002 : 64 )  
Dalam pengumpulan data, penulis tidak hanya berperan sebagai 
pengamat melainkan juga berperan aktif didalam proses pemberian 
kredit dengan demikian penulis dapat mengarahkan pada pendalaman 
dan kelengkapan data pada permasalahan. 
b. Wawancara 
Wawancara merupakan cara untuk mendapatkan informasi dengan 
bertanya langsung kepada informan atau narasumber. Teknik 
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wawancara mendalam (in- depth interviewing ) menurut patton 
wawancara mendalam bersifat lentur dan terbuka, tidak tersruktur 
ketat, tidak dalam suasana formal dan bisa dilakukan berulang ulang 
pada informan yang sama. ( H.B sutopo 2002 : 184 ) 
c. Mengkaji Dokumen dan arsip 
Dalam pengamatan ini diperoleh data dari beberapa arsip dan dokumen 
yang berhubungan dengan permasalahan dalam pengamatan. 
 
5. Teknik Analisis Data 
Dalam teknik analisis data penulis menggunakan model analisis 
interaktif, yaitu data yang di kumpulkan akan dianalaisis melalui tiga tahap, 
yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Ketiga 
komponen tersebut dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses 
pengumpulan data sebagai suatu proses siklus. ( H.B Sutopo, 2002 :186 ).  
Komponen tersebut terdiri dari : 
1. Reduksi data 
Merupakan bagian dari proses analisis yang mempertegas, 
memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting, 
dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan pengamatan 
dapat dilakukan ( H.B Sutopo, 2002 : 92 ) Dalam hal ini penulis 
melakukan reduksi data dengan cara membuat ringkasan yang 
berhubungan dengan poermasalahn yang sedang diamati di lapangan. 
2. Sajian Data 
Terdiri dari sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
Sajian data ini mengacu pada rumusan masalah yang telah di rumuskan 
pada pernyataan pengamatan. Dalam tahap ini penulis menyajikan data 
yang diperoleh dengan secara sistematis. 
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Dalam teknik analisis data setelah proses reduksi dan penyajian data, 
maka tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan akhir 
perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa 
dipertanggungjawabkan.Pada tahap ini selain penarikan kesimpulan, 
penulis juga melakukan proses verifikasi agar data yang telah disajikan 
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A. Sejarah berdirinya PD.BPR BKK BOYOLALI KOTA 
 
Perusahaan Daerah BPR BKK Boyolali Kota Kabupaten Boyolali 
merupakan hasil dari merger 18 PD.BPR BKK se Kabupaten Boyolali. 
PD.BPR BKK Boyolali Kota merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 
di bidang jasa perbankan. Berdasarkan Surat Keputusan Deputi Gurbernur 
Bank Indonesia Nomor : 7/18/DEP/DpG/2005 tanggal 9 Desember 2005 
tentang: pemberian ijin penggabungan usaha (merger) PD BPR BKK Ampel, 
PD BPR BKK Teras, PD BPR BKK Kemusu, PD BPR BKK Wonosegoro, PD 
BPR BKK Banyudono, PD BPR BKK Sawit, PD BPR BKK Cepogo, PD BPR 
BKK Juwangi, PD BPR BKK Karannggede, PD BPR BKK Selo, PD BPR 
BKK Sambi, PD BPR BKK Sambi, PD BPR BKK Ngemplak, PD BPR BKK 
Musuk, PD BPR BKK Nogosari, PD BPR BKK Andong, PD BPR BKK 
Klego,  PD BPR BKK Simo, PD BPR BKK Boyolali Kota maka pada tanggal 
9 Desember 2005 PD BPR BKK Boyolali Kota resmi terbentuk, dan Surat 
Keputusan Gurbernur Jawa Tengah Nomor: 503/01/2006 tanggal 12 Januari 
2006 tentang: persetujuan izin penggabungan (Merger) kedalam PD.BPR 
BKK Boyolali Kota. 
Berdasarkan 2 (dua) surat Keputusan tersebut PD.BPR BKK Boyolali 
Kota hasil merger menjalankan operasional secara penuh mulai tanggal 1 
Februari 2006. Seiring dengan pertumbuhan industri perbankan semakin 
menjamur di wilayah Kabupaten Boyolali dari tahun ke tahun, sehingga 
persaingan perusahaan perbankan semakin lebih ketat, oleh karena itu Direksi 
PD.BPR BKK berupaya untuk mengatasi agar perusahaan daerah ini tetap 
eksis dan dapat berkembang dengan baik yaitu dengan  mempermudah 
pemberian kredit pegawai Negeri/ABRI/Pensiun dan Pegawai Perusahaan 
swasta yang berlokasi di wilayah Kabupaten Boyolali, penurunan suku bunga 
dan meningkatkan pelayanan yang optimal. 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.13 Tahun 2006 
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saham lainnya, sehingga setiap akhir tahun diharuskan membuat 
pertanggungjawaban laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik 
paling lambat tiga bulan setelah tutup tahun buku. 
 
B. Visi dan Misi 
a. Visi 
Menjadikan PD.BPR BKK BOYOLALI KOTA sebagai bank yang 
sehat, terpercaya dan mandiri. 
b. Misi 
1) Melakukan perubahan budaya kerja dan melakukan aktivitas 
operasional secara mandiri. 
2) Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat menuju 
kearah pelayanan prima didukung saran dan prasarana yang 
memadai serta sumber daya manusia yang profesional. 
3) Berupaya menjadi bank leader di Kabupaten Boyolali, agar 
mampu meningkatkan kontribusi kepada pemilik dengan 
setoran pendapatan asli daerah (PAD) mewujudkan 
kemandirian usaha yang menguntungkan, dengan memberikan 
kesejahteraan yang mandiri. 
 
C. Fungsi, Tugas dan Usaha PD.BPR BKK BOYOLALI KOTA  
Berpijak pada Perda Nomor 11 Tahun 1981 dan ditindaklanjuti dengan ekonomi 
Perda Nomor 4 tahun 1995 tentang PD.BPR BKK Se Jawa Tengah, maka tujuan 
BPR BKK adalah : 
1. BPR BKK didirikan dengan maksud dan tujuan : 
a. Membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian serta 
pembangunan daerah di segala bidang. 
b. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup masyarakat. 
 
2. Fungsi dan Tugas BPR BKK 
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Sebagai salah satu perlengkapan otonomi daerah di bidang 
keuangan/perbankan dengan tugas menjalankan usaha sebagai 
BPR, sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang 
berlaku. 
b. Tugas BPR BKK antara lain : 
1) Membantu menyediakan modal usaha bagi masyarakat 
golongan ekonomi lemah di pedesaan. 
2) Memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah 
dan mengarah dalam rangka mengembangkan 
kesempatan berusaha di pedesaan. 
3) Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat 
di pedesaan. 
4) Menjadi salah satu sumber pendapatan daerah 
 
Selanjutnya operasionalisasi dari asas manfaat PD.BPR BKK BOYOLALI 
KOTA maka dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Mendorong serta membantu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 
daerah di segala bidang. 
2. Sebagai sumber pendapatan daerah 
3. Sebagai lembaga keuangan dan perbankan, maka kebenarannya telah 
menimbulkan manfaat yang positif antara lain : 
a. Melayani berbagai aktivitas pelajar dan mahasiswa untuk 
keperluan PKL, riset dan lain-lain 
b. Melayani study banding bagi sesama unit kerja yang sejenis, 
sehingga dimungkinkan akan bermanfaat bagi para study guna 
lebih meningkatkan usahanya. 
 
 
Untuk mencapai maksud dan tujuan PD. BPR BKK BOYOLALI KOTA 
menyelenggarakan usaha antara lain : 
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 
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b. Menyalurkan kredit dan melakukan pembinaan terhadap nasabah. 
c. Menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), 
deposito berjangka, sertifikat deposito, giro, atau jenis lainnya pada 
bank lain. 
d. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
D. Struktur Organisasi PD.BPR BKK Boyolali Kota Cab Ampel 
Susunan Struktur Organisasi PD.BPR BKK Boyolali Kota Cab Ampel terdiri 
dari : 
1. Pimpinan Cabang 
2. Kepala Seksi Pemasaran, yang terbagi atas : 
a. Seksi Dana 
b. Seksi Kredit 
c. Seksi Kas 
3. Kepala Seksi Pelayanan, yang terdiri atas : 
a. Seksi Akuntansi 































































































Tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam struktur organisasi adalah 
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1. Pimpinan Cabang 
Tugas pokok Pimpinan Cabang adalah : 
a. Melaksanakan program promosi perusahaan 
b. Menyalurkan pembiayaan berupa kredit dengan tata cara yang 
sehat dan menghimpun dana pihak ketiga sesuai dengan ketentuan 
dan target dalam rangka mencapai pertumbuhan yang ditetapkan. 
c. Mengendalikan Non-Performing Loan hingga batas yang sehat 
tanpa meninggalkan hubungan baik dengan nasabah. 
d. Memastikan bahwa dokumen pengikat kredit telah memenuhi 
syarat dan diikat dengan sempurna serta agunan kredit layak dari 
segi nilai, kualitas, maupun likuiditasnya. 
e. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan atau berkala 
lainnya. 
Pemimpin Kantor Cabang menjalankan fungsi mengkoordinasi Kantor 
Cabang sebagai pusat laba perusahaan dengan merencanakan dan 
menyelenggarakan kegiatan operasional yang produktif berupa pemasaran 
dan pemrosesan kredit, penghimpun dana pihak ketiga, pelayanan nasabah, 
administrasi kredit dan pembinaan nasabah, pencatatan transaksi-transaksi 
berdasarkan sistem dan prosedur akuntansi perbankan, pelaporan-
pelaporan yang dibutuhkan oleh manajemen dan sesuai peraturan dan 
ketentuan perbankan agar tercapai tujuan perusahaan.  
 
2. Kepala seksi Pemasaran 
Tugas pokok Kepala Seksi Pemasaran adalah : 
a. Memantau perkembangan kredit serta menghimpun dana 
b. Melakukan pembinaan nasabah 
c. Membuat laporan berkala kepada kepala kantor cabang mengenai 
pertumbuhan kredit daan menghimpun dana pihak ketiga beserta 
permasalahan serta usulan-usulan perbaikan. 
d. Memastikan bahwa persyaratan administratif permohonan kredit 
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e. Memproses berkas-berkas debitur baru termasuk dokumen 
agunan/pengikatan kredit dan diadministrasikan lebih lanjut serta 
disimpan diruang penyimpanan dokumen. 
f. Melayani pembukaan dan penutupan rekening 
g. Mencatat dan mencari solusi bagi pengaduan nasabah. 
h. Memantau perkembangan rekening debitur tertentu misalnya 
deposito yang menjelang jatuh tempo dan sebagainya. 
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
Kepala seksi pemasaran mempunyai fungsi sebagai agen perusahaan untuk 
suatu wilayah kerja guna menciptakan, mengembangkan pertumbuhan 
bisnis dan penetrasi pasar dengan penekanan pada aspek penyaluran kredit 
yang sehat serta penghimpunan dana pihak ketiga yang mampu 
mendukung likuiditas. 
 
3. Seksi Dana 
a. Membantu kepala seksi pemasaran dalam merumuskan kebijakan 
penghimpunan dana bank 
b. Mencari sumber dana yang potensial baik yang ada dalam 
masyarakat maupun instansi sebagai sumber dana yang belum 
digunakan. 
c. Menyelenggarakan administrasi bidang dana dengan tertib dan 
teratur serta cocok terhadap perincian masing-masing sumber dana. 
d. Menyusun laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang 
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a. membantu kepala seksi pemasaran dalam merumuskan 
kebijaksanaan pada bidang perkreditan. 
b. Menghubungi sasaram-sasaran kredit yang potensial baik terhadap 
sektor pemerintah, sektor swasta maupun sektor lainnya. 
c. Menyelenggarakan admnistrasi perkreditan dengan tertib dan 
teratur serta cocok terhadap perincian masing-masing sumber dana. 
d. Menyusun laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang 
berkenaan di bidang kredit, baik untuk kepentingan intern maupun 
ekstern. 
 
5. Seksi Kas 
a. Mengatur dan mengamankan uang tunai dan surat-surat berharga 
yang dijaminkan. 
b. Menerima setoran-setoran nasabah dan setoran transaksi lainnya. 
c. Membayarkan bukti-bukti pengeluaran kas yang telah memenuhi 
persayaratan yang telah ditetapkan. 
d. Menyusun perencanaan kas untuk kelancaran pelayanan dan 
efisiensi perusahaan. 
e. Menjaga kerahasiaan nasabah dan hal-hal lain yang wajib 
dirahasiakan. 
 
6. Kepala Seksi Pelayanan 
a. Memcatat transaksi harian meliputi jurnal, general ledger, mutasi 
kas harian, saldo nominatif dana pihak ketiga 
b. Menyusun laporan harian mengenai nasabah dana pihak ketiga 
yang memasukan pembukaan rekening dan penutupan rekening 
c. Menyusun laporan perputaran kas mingguan. 
d. Melakukan rekonsiliasi rekening dana pihak ketiga secara berkala 
e. Melakukan rekonsiliasi rekening antar kantor dan menyelesaikan 
open item. 
f. Menerbitkan dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala 
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g. Membuat dan menyampaikan Sistem Informasi Kredit (SIK) ke 
Bank Indonesia. 
h. Melakukan setoran-setoran ke pihak lain seperti pajak, PBB, PLN. 
i. Pemutakhiran daftar aktiva tetap dan inventaris 
j. Membuat laporan yang berkaitan dengan personalia. 
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
Fungsi yang dijalankan oleh Kepala Seksi Pelayanan adalah melaksanakan 
kegiatan operasional Kantor Cabang meliputi penyelenggaraan sistem 
akuntansi atas transaksi kantor cabang, menyusun dan menyajikan 
laporan-laporan sesuai peraturan dan ketentuan perbankan, 
menyelengarakan administrasi- administrasi umum untuk mendukung 
tugas-tugas semua unit kerja. 
 
7. Seksi Akuntansi 
a. Membantu kepala seksi pelayanan dalam menyusun rencana kerja 
dan rencana anggaran perusahaan serta melakukan monitoring dan 
pengendalian atas pelaksanaanya. 
b. Menyelenggarakan administrasi akuntansi dan keuangan dengan 
menghimpun serta mengelola data-data semua transaksi keuangan 
perusahaan. 
c. Mengurus dan menyelesaikan perhitungan pajak penghasilan 
perusahaan. 
d. Membuat laporan neraca dan rugi laba harian, bulanan dan tahunan 
baik untuk kepentingan intern maupun ekstern. 
 
8. Seksi Sekretariat/Umum/Personalia 
a. Menyelenggarakan hubungan kemasyarakatan dengan unit kerja 
sama dengan instansi lainnya. 
b. Menyiapkan rapat direksi dan rapat lainnya di lingkungan 
perusahaan. 
c. Menyelenggarakan kegiatan protokoler, komunikasi dan informasi. 
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e. Melakukan pengadaan barang-barang inventaris, peralatan kantor 
dan perabotan kantor lainnya sesuai dengan prosedur yang telah 
ditetapkan. 
f. Mengurus dan menyusun administrasi kepegawaian yang meliputi 
cuti, usul kepangkatan, penggajian, mutasi, promosi, 
pemberhentian dan pensiun. 
 
E. Bidang usaha dan Wilayah Kerja 
Wilayah kerja BPR BKK BOYOLALI KOTA Cabang Ampel meliputi 
Kabupaten Boyolali dan sekitarnya, terutama daerah pedesaan dan sesuai 
dengan misi didirikannya BKK se-Jawa Tengah, hal ini sesuai yang diharapkan 
pemerintah, diharapkan keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hendaknya 
dapat meningkatkan perekonomian pedesaan, dalam rangka menanggulangi 
praktek – praktek pelepasan uang (rentenir) maka bagi BPR BKK telah 
ditetapkan usahanya sebagai berikut : 
 
1. Kredit 
Salah satu tulang punggung penghidupan BPR BKK adalah kredit, 
sehingga beberapa bentuk kredit ditawarkan untuk membantu permodalan 
masyarakat, serta untuk membiayai usaha-usaha produktif dan kepentingan 
masyarakat (konsumtif) 
a. Kredit umum 
Kredit yang diberikan kepada masyarakat untuk membantu modal atau 
perluasan usahanya, baik di bidang investasi, modal kerja serta guna 
kebutuhan konsumsi. Sektor yang masuk dalam kategori ini meliputi 
perdagangan, pengusaha, dan pertanian. Kredit ini dengan jangka 
waktu paling lama 36 bulan serta dengan jaminan barang bergerak dan 
barang tidak bergerak. Seperti tanah, sepeda motor, dan dapat juga 
berupa tabungan atau deposito. Dari segala bentuk kredit yang 
diberikan dikenakan tabungan wajib sebesar 5% sebagai perwujudan 
dari program pemerintah. 
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 Kredit yang diperuntukan bagi karyawan dan Pegawai 
negeri/sipil/ABRI. Yang pada dasarnya untuk kepentingan konsumsi 
seperti biaya sekolah anak, perbaikan rumah. Dengan jaminan berupa 
gaji tetap calon peminjam dan persetujuan dari pimpinan instansi 
dimana debitur bekerja. 
c. Kredit Reschsdulling  
Kredit diberikan untuk diperpanjang waktunya dan disesuaikan dengan 
kemampuan angsuran tiap bulan 
d. Kredit KUB 
Kredit diberikan kepada kelompok usaha tertentu. Contoh kelompok 
pengusaha pembuat tahu dengan menggunakan jaminan sertifikat. 
e. Kredit Pedesaan, Pasar, Kredit Mikro 
Kredit diberikan kepada pedagang dipasar, ataupun di pedesaan dengan 
usaha mikro, dalam arti mikro adalah peminjam pertama dengan 
maksimal Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan jangka waktu paling 
lama 18 bulan. 
 
Tabel 3.1 
Laporan Perkembangan Kredit 
Per  28 Februari 2011 
 
        
Kode Keterangan Rupiah Orang
L Lancar 2.931.743.231,00 522
KL Kurang Lancar 107.085.500,00 22
D Diragukan 28.026.100,00 8






Kolektibilitas Kredit Per Sektor 
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Org Rp
Pertanian 133 790.372.286,00





Sektor Saldo Bulan Lalu
 
Sumber : Data bank 
 
2. Tabungan  
Fungsi Bank Perkreditan Rakyat adalah untuk menghimpun dana 
masyarakat, yang selanjutnya digunakan untuk penyaluran kredit, serta 
berfungsi sebagai pengaman uang masyarakat, pola hidup berhemat dan 
dapat diambil sewaktu-waktu bila ada kebutuhan mendadak, dan BPR BKK 
menawarkan berbagai jenis tabungan seperti : 
a. Tabungan Wajib 
Untuk mendidik dan melatih masyarakat gemar menabung, maka 
setiap debitur diwajibkan menyetor simpanan wajib yang besarnya 
ditetapkan antara 5 % sampai 10 % dari plafon kredit yang disetujui. 
Berguna untuk jaminan apabila kredit tersebut ternyata gagal 
pengembaliannya. 
b. Tabungan Masyarakat Desa (Tamades) seri A 
Adalah tabungan yang ditawarkan kepada masyarakat secara sukarela 
dan sewaktu-waktu dapat disetor dan dapat diambil, berfungsi sebagai 
penghimpunan dana serta penyediaan kebutuhan masyarakat bila 
sewaktu-waktu dibutuhkan. 
c. Tamades Seri B (Deposito Berjangka) 
Merupakan simpanan masyarakat pada BPR yang tidak dapat diambil 
sewaktu-waktu, tetapi berdasarkan jangka waktu tertentu, misalnya 
tiap 3 bulan. Surat deposito ini tidak bisa diperjualbelikan dengan suku 
bunga Perda serta menyesuaikan pangsa pasar. 
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Sumber dana merupakan modal utama dalam kegiatan operasional 
perusahaan, apalagi yang bergerak di bidang perbankan. Sehubungan 
dengan hal tersebut BPR BKK berupaya semaksimal mungkin untuk 
menghimpun dana dari masyarakat dan selanjutnya diimbangi dengan 
penyaluran kredit kepada masyarakat yang membutuhkan, sedang sumber 
dana BPR BKK berasal dari : 
a. Pemilik 
Dana ini berasal dari modal, dengan jumlah modal yang disetor 
sabagai sarana operasional dengan komposisi sebagai berikut : 
Pemda Tingkat I Jawa Tengah : 60 % 
Pemda Tingkat II Boyolali  : 40 % 
b. Masyarakat  
Dana yang dihimpun atas kerja sama antara BPR BKK dan Bank 
Umum lainnya, antara lain dengan skim Bank Indonesia, seperti 
Proyek Kredit mikro (PKM), Kredit Modal Kerja (KMK), serta 





























































PD.BPR BKK BOYOLALI KOTA Cabang Ampel merupakan salah satu 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah lama dikenal oleh masyarakat 
sebagai bank yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 
deposito berjangka, tabungan, serta menyalurkan kredit. Pada perkembangannya 
PD.BPR BKK BOYOLALI KOTA Cabang Ampel selalu memberikan pelayanan – 
pelayanan yang terbaik bagi para nasabahnya. Sebagai Bank Perkreditan Rakyat yang 
mendapat tugas dalam menyalurkan dana kepada masyarakat khususnya masyarakat 
pedesaan, PD.BPR BKK BOYOLALI KOTA Cabang Ampel berusaha mengerti dan 
memahami kebutuhan masyarakat, terutama masalah keuangan. Sehubungan dengan 
hal tersebut, PD.BPR BKK BOYOLALI KOTA Cabang Ampel menawarkan 
alternatif pemberian kredit melalui dua cara yaitu kredit Pegawai, Kredit Umum. 
Kredit Umum merupakan salah satu produk kredit yang diberikan kepada 
masyarakat untuk membantu modal atau perluasan usahanya, baik dibidang investasi, 
modal kerja serta guna kebutuhan konsumsi. Sektor yang masuk dalam kategori ini 
meliputi perdagangan, pengusaha, dan pertanian. Kredit ini memiliki jangka waktu 
paling lama 60 bulan serta dengan jaminan barang bergerak dan barang tidak bergerak 
seperti tanah, kendaraan bermotor, dapat juga berupa tabungan atau deposito. Dari 
segala bentuk kredit yang diberikan dikenakan tabungan wajib sebesar 5% sebagai 
perwujudan dari program pemerintah. 
Kredit Pegawai merupakan produk kredit yang diperuntukkan bagi karyawan / 
pegawai negeri / sipil / ABRI. Yang pada dasarnya untuk kepentingan konsumsi 
seperti biaya sekolah anak, perbaikan rumah. Dengan jaminan berupa gaji tetap calon 
peminjam dan persetujuan dari pimpinan instansi dimana peminjam bekerja. 
 Permohonan kedua kredit tersebut harus melalui beberapa tahapan. Selain itu 
uji kelayakan calon debitur harus diperhitungkan secara cermat untuk mengurangi 













































commit to user 
Setiap debitur yang mengajukan kredit harus melalui tahapan – tahapan yang 
telah ditetapkan oleh pihak Bank. Setiap tahapan akan menilai kelayakan calon 
debitur dalam mengajukan kredit. Debitur yang dinilai tidak memenuhi kriteria yang 
telah ditetapkan oleh pihak Bank maka pengajuannya akan ditolak dan disertai dengan 
surat penolakan. Pada tahap ini peran subsi kredit sangat penting terutama dalam 
menganalisis data calon debitur. Selain subsi kredit terdapat pula Seksi Kas, Kabag. 
Pemasaran, Seksi Pembukuan, Staf Pengawasan kredit yang berperan dalam 
pelaksanaan pemberian kredit Umum dan Kredit Pegawai. 
Pelaksanaan pemberian Kredit Umum dan Kredit Pegawai pada PD.BPR BKK 
BOYOLALI KOTA Cabang Ampel adalah sebagai berikut : 
 
A. KETENTUAN UMUM KREDIT DI PD.BPR BKK BOYOLALI KOTA 
Cabang Ampel 
Dalam pelaksanaan pemberian kredit di PD.BPR BKK BOYOLALI KOTA 
Cabang Ampel terdapat beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi oleh para calon 
debitur, ketentuan – ketentuan tersebut sebagai berikut : 
 
1. Kategori Debitur 
Kategori Debitur penerima fasilitas kredit Umum dan Kredit Pegawai adalah 
sebagai berikut : 
a. Pegawai tetap 
b. Pegawai Tidak Tetap atau Wiraswasta 
2. Kebijaksanaan Pemutus Kredit 
Tabel 4.1 
Kebijaksanaan Pemutus Kredit 
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S/D 15 Juta 
S/D 25 Juta 
S/D 35 Juta 













 Sumber: data Bank 
3. Formulir atau dokumen yang dipergunakan 
Formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan pemberian Kredit Umum 
dan Kredit Pegawai, meliputi : 
a) Daftar Usulan Pemohon 
Daftar Usulan Pemohon dibuat pada bagian subsi kredit sebagai hasil 
wawancara yang telah dilaksanakan, digunakan sebagai dokumen 
dalam rapat komisi kredit. 
b) Surat perintah pencairan kredit 
Surat penegasan persetujuan penyediaan Kredit dibuat oleh subsi kredit 
apabila dalam Rapat Komisi Kredit dihasilkan keputusan “setuju” 
terhadap calon debitur. Surat penegasan persetujuan Penyediaan Kredit 
digunakan sebagai surat penegasan yang akan ditandatangani oleh 
calon debitur dan diserahkan kembali kepada pihak Bank.  
c) Formulir permohonan kredit 
Formulir ini diisi oleh calon debitur yang akan mengajukan kredit. 
Calon debitur akan mendapatkan formulir pengajuan kredit pada 
bagian Subsi kredit dan diserahkan kembali setelah semua daftar 
pertanyaan pada formulir tersebut telah diisi. Formulir ini berfungsi 
sebagai keterangan atau identitas calon pemohon kepada pihak Bank 
sebagai bahan untuk wawancara yang akan dilaksanakan. 
Yang meliputi hal – hal sebagai berikut : 
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2) Pekerjaan 
3) Nama Ibu Kandung 
4) Alamat 
5) Jumlah yang diajukan 
6) Jangka waktu 
7) Suku Bunga 




d) Surat Kuasa  
Merupakan bukti kesepakatan antara pihak Bank dengan debitur, 
dimana debitur memberikan kuasa kepada bank untuk menjualkan 
jaminan riil yang diserahkan sebagai agunan atau melakukan 
pemotongan gaji kepada debitur yang merupakan pemohon kredit 
pegawai. 
e) Surat perjanjian kredit 
Perjanjian kredit dibuat pada saat realisasi kredit. Hal – hal yang tertera 
dalam perjanjian kredit yaitu : 
Lembaran yang mencakup maksimal kredit yang disetujui, antara lain 
sebagai berikut : 
a. Kredit yang disetujui 
b. Jangka Waktu 
c. Pasal – pasal mengenai aturan yang ditetapkan oleh pihak 
Bank, meliputi : 
1) Kewajiban mengangsur 
2) Suku bunga 
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4) Jenis dan nilai agunan 
d. Tandatangan diatas materei Rp.6000 oleh peminjam serta 
diketahui oleh istri/suami peminjam dan Pimpinan Bank. 
f) Formulir Pembahasan Kredit 
Formulir ini berisi data – data debitur dan penilaian pihak Bank 
terhadap aspek – aspek karakter, kapasitas , financial dan aspek yuridis 
atas jaminan. 
g) Formulir syarat – syarat kelengkapan data 
Formulir ini harus dilengkapi oleh debitur yang akan mengajukan 
kredit, yang dipergunakan oleh pihak bank sebagai kelengkapan data 
identitas calon debitur 
 
 
h) Slip Pencairan Kredit 
Slip Pencairan Kredit terdiri dari : 
1. Slip Penerimaan Umum 
Mencatat besarnya penerimaan bank dari biaya administrasi, 
biaya provisi dan biaya – biaya lainnya 
2. Slip Pengeluaran Umum 
Mencatat besarnya nominal kredit yang diberikan kepada calon 
debitur. 
i) Surat penolakan 
Surat penolakan berisi tentang pernyataan penolakan penyediaan kredit 
kepada debitur yang dikeluarkan oleh pihak Bank. Surat penolakan 
dikeluarkan apabila calon debitur tidak memenuhi kriteria pada setiap 
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4. Persyaratan Permohonan 
Berdasarkan kategori debitur maka persyaratan permohonan dibedakan 
menjadi dua, yaitu : 
I. Bagi karyawan atau pegawai tetap, meliputi : 
a. Form permohonan kredit 
b. Surat Kuasa Potong Gaji 
c. Fotocopy identitas diri (KTP, Kartu Keluarga) 
d. Fotocopy Identitas kerja ( Kartu Pegawai, SK, slip gaji) 
e. fotocopy jaminan 
II. Bagi wiraswasta 
a. Form permohonan kredit 
b. Fotocopy Identitas diri (KTP, Kartu Keluarga) 
c. Fotocopy jaminan 
 
5. Suku Bunga 
Bunga yang dikenakan terhadap Kredit umum dan kredit  pegawai yaitu 
suku bunga flat. Besarnya tarif suku bunga adalah tetap. 
 
6. Maksimal Kredit 
Maksimal kredit yang diberikan untuk kredit Pegawai dan Kredit Umum 
yaitu sebesar 75% dari taksiran agunan. Maksimal kredit yang disediakan 
pada Kredit Umum dan Kredit Pegawai mencapai Rp.100.000.000. Namun 
besarnya kredit yang disetujui pihak Bank disesuaikan kemampuan calon 
debitur dan besarnya agunan. 
 
7. Jangka Waktu 
Jangka waktu angsuran kredit di PD.BPR BKK BOYOLALI KOTA Cabang 
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8. Agunan 
Agunan yang telah ditetapkan oleh pihak PD.BPR BKK BOYOLALI KOTA 
Cab Ampel adalah sebagai berikut : 
a. Kredit Umum 
Berupa Sertifikat tanah, atau BPKB Kendaraan bermotor 
b. Kredit Pegawai 
Berupa SK Pegawai, jika mengajukan kredit diatas Rp 20.000.000 
harus melampirkan jaminan tambahan berupa sertifikat atau BPKB 
Kendaraan Bermotor 
 
B. PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT DI PD.BPR BKK BOYOLALI 
KOTA Cabang Ampel 
Dalam pelaksanaan pemberian kredit pada PD.BPR BKK BOYOLALI KOTA 
Cabang Ampel melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut merupakan standar 
kelayakan suatu bank dalam menyalurkan kredit kepada calon debitur. Tahapan 
– tahapan dalam pemberian Kredit Umum dan Kredit Pegawai pada PD.BPR 






I. Prosedur Penelitian Kredit 
Prosedur ini merupakan tahap penilaian dan pengecekan atas kelayakan calon 
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subsi kredit dan Kabag. pemasaran dengan mensurvei keadaan tempat tinggal, 
lingkungan sekitar tempat tinggal, serta tempat usaha.  
II. Prosedur realisasi kredit 
Prosedur realisasi kredit dilakukan setelah calon debitur dinyatakan telah layak 
dalam menerima kedit yang disalurkan. 
 
A. Kredit Umum 
1. Organisasi yang telibat 
a) Pimpinan Cabang 
b) Kabag. Pemasaran  
c) Subsi Kredit 
d) Seksi Kas 
e) Seksi Pembukuan 
2. Dokumen yang digunakan 
a) Surat Permohonan Kredit 
b) Surat Kuasa Pemilik Jaminan 
c) Surat Perjanjian Kredit 
d) Buku Register Pinjaman 
e) Buku Register Agunan 
f) Slip Pencairan Kredit 
g) Laporan Pemeriksaan dan Analisis Kredit 
 
3. Prosedur  
a) Subsi Kredit 
Menerima surat Aplikasi kredit dari debitur yang telah ditandatangani 
dan meneliti kebenaran berkas – berkas kredit, lalu menyerahkan 
berkas kredit tersebut ke bagian Kabag. pemasaran. Kemudian 
menerima kembali berkas kredit yang telah diputuskan oleh Pimpinan 
Cabang. Selanjutnya menyiapkan surat Perintah Pencairan Kredit ( 
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menyerahkan dokumen tersebut ke bagian Seksi Kas. Tahap 
selanjutnya adalah mengarsip dokumen permohonan kredit. 
b) Kabag. pemasaran 
Kabag. pemasaran menerima dokumen berupa Surat aplikasi kredit, 
Surat keterangan dari kelurahan, fotocopy KTP, surat jaminan dan 
surat kuasa jaminan apa bila milik orang lain dari Subsi kredit. 
Kemudian memverifikasi dokumen yang diterima dengan melakukan 
analisis kredit sementara, dan melakukan pemeriksaan lapangan. 
Kemudian membuat laporan pemeriksaan dan analisis dan 
menyerahkan kepada Pimpinan. 
c) Pimpinan Cabang 
 Pimpinan Cabang menerima dokumen dari Kabag. pemasaran berupa 
Laporan pemeriksaan dan analisis kredit, surat aplikasi, surat aplikasi, 
surat keterangan dari kelurahan, fotocopy KTP, surat jaminan, surat 
kuasa pemilikan jaminan, lalu memverifikasi kebenaran data tersebut 
lalu melakukan analisis kredit. Kemudian memberikan persetujuan 
kredit dengan menandatangani surat aplikasi kredit dan menuliskan 
nominal kredit yang akan disetujui, lalu menyerahkan berkas kredit 
kepada Subsi kredit untuk diteruskan kepada Seksi Kas. 
d) Seksi Kas 
Seksi Kas menerima  dokumen SPPK rangkap dua dan slip pencairan 
kredit rangkap dua dari Subsi kredit, lalu melakukan transaksi realisasi 
dengan memenyerahkan uang sejumlah yang terdapat dalam SPPK, 
bersama dengan SPPK lembar 1 dan slip pencairan kredit lembar 1 
kepada debitur.  
 
e) Seksi Pembukuan 
Setelah menerima SPPK lembar 2 dan Slip pencairan Kredit lembar 2 
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kas keluar, lalu memposting ke dalam buku besar. Tahap terakhir 
adalah mengarsip dokumen kredit 
 
B. Kredit Pegawai 
1. Organisasi yang terkait  
a) Pimpinan Cabang 
b) Kabag. pemasaran 
c) Subsi kredit 
d) Seksi Kas 
e) Seksi Pembukuan 
2. Dokumen yang digunakan 
a) Formulir Permohonan Kredit 
b) Surat Kuasa Kepada Bendahara 
c) Surat Pernyataan dari Bendahara 
d) Surat perjanjian Kredit 
e) Slip Gaji 
f) Slip pencairan kredit 
 
3. Prosedur 
a) Subsi Kredit 
Menerima dokumen dari calon debitur beserta kelengkapan surat – 
surat yang telah ditentukan oleh pihak bank. Lalu memverifikasi 
kebenaran data – data berkas pinjaman, kemudian mendaftar calon 
nasabah di Buku Register Pinjaman. Selanjutnya menyerahkan berkas 
pinjaman kepada Kabag. pemasaran. Setelah Berkas kredit telah 
mendapat persetujuan dari Pimpinan maka Subsi Kredit menyiapkan 
Surat Perjanjian Kredit, Surat Perintah Pencairan Kredit dan slip 
Pencairan Kredit untuk dimintakan tandatangan Pimpinan. Lalu 
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Pencairan Kredit kepada Seksi Kas untuk selanjutnya dilakukan 
transaksi realisasi kredit 
b) Kabag. Pemasaran  
Kabag. Pemasaran menerima kelengkapan dokumen dari Subsi Kredit 
kemudian melakukan analisis kredit sementara dan memberikan saran 
kepada Pimpinan mengenai keputusan kredit. Lalu menyerahkan 
dokumen tersebut kepada Pimpinan 
c) Pimpinan Cabang 
Setelah menerima dokumen dari Kabag. Pemasaran lalu memverifikasi 
kebenaran data pinjaman yang terdapat dalam berkas kredit tersebut. 
Kemudian memberikan persetujuan dengan menandatangani Formulir 
Permohonan Kredit dan menuliskan maksimal kredit yang disetujui. 
Lalu menyerahkan berkas kredit kepada Subsi Kredit  untuk diteruskan 
kepada Seksi Kas. 
d) Seksi Kas 
Seksi Kas menerima dokumen Surat Perintah Pencairan Kredit rangkap 
2 dan Slip Pencairan kredit rangkap 2, lalu menyerahkan uang 
sejumlah yang terdapat didalam Surat Perintah Pencairan Kredit 
(SPPK), bersama dengan SPPK lembar 1 dan Slip Pencairan Kredit 
lembar 1 kepada Debitur. Kemudian menyerahkan SPPK lembar 2 dan 
Slip Pencairan Kredit lembar 2 ke Seksi Pembukuan 
e) Seksi pembukuan 
Setelah menerima SPPK lembar 2 dan Slip pencairan Kredit lembar 2 
dari Seksi Kas, kemudian mencatat transaksi pencairan kredit di jurnal 
kas keluar, lalu memposting ke dalam buku besar. Tahap terakhir 
adalah mengarsip dokumen kredit 
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Pengangsuran kredit pada PD.BPR BKK BOYOLALI KOTA Cabang Ampel 
dilakukan dengan cara nasabah datang ke kantor atau petugas mengambil 
angsuran ke tempat Debitur. 
IV. Prosedur pelunasan kredit 
Dapat dikatakan lunas apabila debitur sudah melunasi sisa kredit yang 
ditanggungnya. Apabila kredit sudah dinyatakan lunas maka debitur dapat 
mengambil agunan yang ditangguhkan 
Secara keseluruhan, alur prosedur pemberian kredit Umum dan Kredit Pegawai 
pada PD.BPR BKK BOYOLALI KOTA Cabang Ampel dapat digambarkan 
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Sumber : diolah dari hasil wawancara dengan    
Rekomendasi 





Surat Penolakan Terbit DUP 
Rakomdit 
Ditolak Disetujui 
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     Subsi kredit PD.BPR BKK BOYOLALI KOTA Cab Ampel 
 Dari keterangan diatas maka akan dijelaskan secara lengkap sebagai berikut : 
1. Kelengkapan Data  
Kelengkapan data bagi calon debitur yang mengajukan permohonan Kredit, 
dapat dibedakan menjadi dua : 
a. Bagi karyawan atau pegawai tetap : 
Calon debitur yang merupakan kategori karyawan atau pegawai. 
Dalam melengkapi berkas permohonan kredit pegawai, calon debitur 
diwajibkan mengisi form permohonan kredit yang telah  disediakan 
oleh pihak bank. 
Bapak Heri dan Ibu Maryanti merupakan calon debitur yang 
terdaftar sebagai guru di SMP Negeri 1 Ampel. Sebelum mengajukan 
permohonan kredit, Bapak Heri dan Ibu Maryanti mengisi form 
permohonan kredit Pegawai. Sehubungan dengan adanya kerjasama 
antara SMP Negeri 1 Ampel dengan PD.BPR BKK BOYOLALI 
KOTA Cabang Ampel, Bapak Heri dan Ibu Maryanti dapat 
melampirkan Surat Kuasa Potong Gaji ( SKPG ) yang telah disediakan 
oleh pihak Bank. Dengan adanya Surat Kuasa Potong Gaji, maka 
proses pengangsuran kredit dipotong secara langsung dari gaji yang 
diterima oleh calon debitur. Setelah form permohonan kredit pegawai 
telah dan Surat Kuasa Potong Gaji yang disediakan oleh pihak Bank 
diisi oleh calon debitur, maka berkas – berkas tersebut dikumpulkan 
serta melampirkan fotocopy indentitas diri (KTP suami dan Istri , 
Kartu Keluarga ), fotocopy identitas kerja (Kartu Pegawai, SK, Slip 
Gaji ). Keseluruhan berkas tersebut diserahkan kepada petugas Subsi 
Kredit PD.BPR BKK BOYOLALI KOTA Cabang Ampel. 
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Dalam melengkapi berkas permohonan kredit Umum , calon 
debitur yang bukan merupakan pegawai tetap diwajibkan mengisi form 
permohonan kredit yang telah disediakan oleh pihak bank. 
Calon debitur kredit umum yaitu Bapak Suyamto dan Bapak Yahya 
yang merupakan pengusaha Toko Kelontong dan berdomisili di daerah 
Pasar Ampel. Sebelum mengajukan permohonan permohonan kredit 
umum, Bapak Suyamto dan Bapak Yahya mengisi form permohonan 
kredit Umum terlebih dahulu. Sebagai seorang calon debitur yang akan 
mengajukan kredit umum maka kedua calon Debitur harus meminta 
tandatangan Kepala Desa dimana mereka tinggal, dalam berkas 
permohonan kredit sebagai bukti dan rekomendasi bahwa mereka 
adalah warga Desanya dan benar-benar memiliki usaha tersebut. 
Setelah semua form yang disediakan oleh pihak Bank diisi oleh para 
calon debitur, berkas – berkas tersebut kemudian dikumpulkan serta 
melampirkan fotocopy identitas diri (KTP suami dan istri, Kartu 
Keluarga), fotocopy SIUP dan NPWP, dan  menunjukkan denah lokasi 
usaha. Keseluruhan berkas tersebut kemudian diserahkan kepada 
petugas subsi kredit PD.BPR BKK BOYOLALI KOTA Cabang 
Ampel.  
Menurut Bapak Heri calon debitur menyatakan sebagai berikut: 
“Persyaratan kelengkapan pada saat permohonan kredit cukup 
mudah, sehingga hal ini memudahkan para calon debitur dalam 
mengajukan permohonan kredit di PD.BPR BKK BOYOLALI KOTA 
Cabang Ampel” ( Wawancara, 5 Februari 2011) 
Sedangkan menurut Bapak Suryanto mengenai pendapat tersebut 
menyatakan sebagai berikut : 
“ PD.BPR BKK BOYOLALI KOTA Cabang Ampel berpedoman 
untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada para calon 
debitur. Selain itu persyaratan yang ditetapkan oleh pihak bank 
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para calon debitur, sehingga para calon debitur wajib melampirkan 
persyaratan yang telah ditetapkan Bank” (wawancara, 5 Februari 2011 
2. Wawancara Langsung 
Setelah pemohon melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh 
pihak bank kemudian diadakan wawancara dengan menghadirkan calon 
debitur. Dalam proses ini, calon debitur diwajibkan untuk datang secara 
langsung dan tidak dapat diwakilkan. 
Dikarenakan status para calon debitur yang telah menikah, maka pada 
saat wawancara berlangsung harus didampingi oleh Istri dan Suami yang 
bersangkutan, pertanyaan yang diajukan oleh petugas Subsi Kredit juga 
diarahkan kepada mereka. 
Proses wawancara meliputi dua hal, yaitu : 
a. Processing data 
Dalam tahap ini, petugas subsi kredit menganalisa data pemohon kredit 
b. Cross check data 
Petugas Subsi Kredit menilai dan mengamati kesesuaian antara data 
yang telah diajukan dengan data yang diperoleh pada saat proses 
wawancara berlangsung. 
Menurut pendapat Ibu Utami, salah satu petugas Subsi Kredit pada PB.BPR 
BKK BOYOLALI KOTA Cabang Ampel mengenai pentingnya proses 
wawancara adalah sebagai berikut : 
“Proses wawancara didasarkan pada prinsip pemberian kredit, yaitu 
5 C ( Character, Capacity, Capital, Colleral, Condition ). Dalam 
setiap tahap, seorang Subsi Kredit harus mampu menganalisa calon 
debitur dengan seksama dan cermat untuk mengurangi resiko yang 
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3. B I Checking 
Sehubungan dengan hasil pengamatan yang dilakukan pada saat proses 
wawancara, maka tahap selanjutnya yang dilakukan oleh petugas Subsi Kredit 
untuk dilakukan B I Checking atas nama Bapak Heri, Ibu Maryanti, Bapak 
Suyamto, Bapak Yahya. Petugas subsi kredit mencatat nama , alamat, dan 
nomor KTP calon debitur kedalam buku register Sistem Informasi Debitur. 
Proses selanjutnya petugas melakukan pengentrian data kemudian 
menerbitkan Sistem Informasi Debitur ( SID ). Dikarenakan para calon 
Debitur telah menikah , maka dilakukan pula pencetakan Sistem Informasi 
Debitur atas nama istri dan suami yang bersangkutan. 
Sistem Informasi Debitur ini dapat memberikan informasi kepada pihak 
Bank mengenai calon debitur. Informasi yang diperoleh meliputi : 
a. Hutang yang masih dimiliki calon debitur pada sejumlah bank 
b. Kelancaran proses pegangsuran kredit 
Menurut pendapat Bapak Suryanto, Kabag Pemasaran mengenai manfaat 
B I Checking adalah sebagai berikut : 
“B I Checking sangat membantu pihak Bank, karena dengan B I Checking 
dapat diketahui dengan jelas data-data calon debitur. Terutama untuk 
kelancaran pengangsuran kredit apakah lancar, kurang lancar , diragukan 
atau macet . Sehingga pihak Bank dapat mengambil keputusan dengan tepat 
serta mengurangi resiko yang mungkin terjadi dikemudian hari” (wawancara, 
7 Februari 2011) 
Dari  pengecekan melalui Sistem Informasi Debitur (SID) ternyata 
ditemukan data bahwa suami Ibu Maryanti memliki kewajiban di beberapa 
bank lain dan statusnya saat ini adalah macet. Maka untuk mengurangi resiko 
pihak Bank menolak pengajuan kredit atas nama Ibu Maryanti. 
Dengan adanya penolakan tersebut maka pihak bank akan mengirimkan 
surat penolakan kepada calon debitur yang bersangkutan. Dokumen yang telah  
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4. Rekomendasi Wawancara 
Rekomendasi wawancara yang telah dilakukan oleh subsi kredit dapat 
dibedakan menjadi tiga, yaitu : 
a. Rekomendasi 
Calon debitur yang dinilai telah memenuhi seluruh persyaratan dan 
kriteria dalam pemberian kredit dapat direkomendasikan oleh subsi 
kredit untuk tahap selanjutnya. 
b. Survei 
I. Survei Langsung 
Survei pekerjaan dilakukan apabila tempat bekerja calon debitur 
masih diragukan keberadaanya oleh pihak bank. Survei ini 
dilakukan oleh tim survei untuk meninjau langsung ke lapangan. 
Dalam melakukan survei, tim survei dapat menanyakan informasi 
mengenai calon debitur secara langsung. 
II. Survei Usaha 
Survei usaha wajib dilakukan untuk calon debitur kredit umum. 
Sebagai calon debitur yang merupakan seorang pengusaha Toko 
Kelontong di daerah Pasar Ampel, proses ini dilakukan terhadap 
usaha yang dikelola oleh Bapak Suyamto dan Bapak Yahya. Tim 
survei dari pihak Bank mendatangi secara langsung lokasi usaha 
Bapak Suyamto dan Bapak Yahya. Tim survei akan meninjau 
sasaran pasar dari usaha tersebut,. Selain itu, tim survei juga akan 
menilai apakah usaha tersebut dapat bertahan dalam jangka 
waktu lama. Hal ini terkait dengan kelancaran proses 
pengangsuran kredit yang disalurkan. 
c. Ditolak 
Dalam tahap ini setelah diadakan Survei ternyata ditemukan data 
bahwa Bapak Yahya tidak memenuhi persyaratan yang telah 
ditentukan oleh pihak bank, yaitu Bapak Yahya mempunyai karakter 
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persyaratan karena tidak senilai plafon yang diajukan. Maka 
permohonan tersebut ditolak. Penolakan tersebut dilakukan dengan 
mengirimkan surat penolakan kepada calon debitur yang bersangkutan. 
Dokumen yang telah  diajukan oleh calon debitur akan dikembalikan 
oleh pihak bank. 
5. Penerbitan Daftar Usulan Pemohonan 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh subsi kredit, maka 
petugas subsi kredit berketetapan untuk menerbitkan Daftar usulan Pemohon ( 
DUP ) yang akan digunakan sebagai bahan dalam Rapat Komisi Kredit. 
(Rakomdit) 
Sehubungan dengan telah direkomendasikannya Bapak Heri dan Bapak 
Suyamto berdasarkan proses wawancara dan B I Checking, maka petugas 
Subsi Kredit menerbitkan Daftar Usulan Pemohon atas nama Bapak Heri 
untuk kredit pegawai dan Bapak Suyamto untuk kredit umum. 
6. Rapat Komisi Kredit 
Setelah diterbitkan Daftar Usulan Pemohon ( DUP ) atas nama Bapak 
Heri dan Bapak Suyamto, tahap selanjutnya yaitu Rapat komisi Kredit. Rapat 
ini merupakan rapat intern bank yang dihadiri oleh Direksi, Pimpinan, Kabag. 
Pemasaran, dan Petugas Analisis Kredit. 
Rapat dilaksanakan karena jumlah plafon yang diajukan cukup besar 
yaitu diatas Rp.50.000.000,00. Sehingga diperlukan persetujuan dari Direksi 
Pada tahap ini dihasilkan keputusan mengenai disetujui atau tidaknya 
pemberian kredit yang diajukan oleh Bapak Heri dan Bapak Suyamto. 
Keputusan ini didasarkan pada hasil wawancara dan penilaian Sistem 
Informasi Debitur atas nama Bapak Heri dan Bapak Suyamto. 
Menurut Bapak Faizun salah satu petugas analisis kredit menjelaskan 
bahwa : 
“ Selama ini tidak mengadapi kesulitan yang berarti dalam memproses 
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dibutuhkan dan itu masih bias menyusul untuk dilengkapi” (wawancara, 12 
Februari 2011) 
7. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Kredit ( SPPK ) 
Setelah diadakan Rakomdit, pihak Bank berkenan untuk mengumumkan 
hasil Rakomdit dengan tidak memberikan alasan mengenai ditolak atau 
diterima permohonan kredit tesebut. 
Sehubungan dengan disetujuinya permohonan kredit Pegawai yang 
diajukan oleh Bapak Heri dan permohonan kredit umum yang diajukan oleh 
Bapak Suyamto, maka pihak bank akan menerbitkan Surat Perintah Pemberian 
Kredit. Didalam SPPK tersebut terdapat rincian biaya yang harus dibayarkan 
kepada Bapak Heri dan Bapak Suyamto pada saat proses akad kredit atau 
realisasi. 
8. Akad Kredit 
Akad Kredit merupakan suatu perjanjian untuk meminimkan 
kemungkinan jika terjadi hal – hal yang sekiranya akan merugikan kedua 
belah pihak. Setelah diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Kredit ( SPPK ) 
atas nama Bapak Heri dan Bapak Suyamto, tahap selanjutnya diadakan akad 
kredit yang dihadiri Bapak Heri dan Bapak Suyamto beserta istri. Pada saat 
Proses akad kredit berlangsung, Bapak dan Ibu Suyamto diharuskan 
menandatangani Surat Perjanjian Kredit dan pengikatan jaminan kredit 
dihadapan notaris.  
Adanya perjanjian kredit antara pihak bank sengan debitur adalah untuk 
menjamin dipenuhinya kewajiban dari masing-masing pihak. Sehingga apabila 
ada pihka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dapat digugat / dituntut 
secara hukum. Penandatanganan Surat Perjanjian dan pengikatan jaminan 
menyatakan bahwa proses realisasi telah dilaksanakan. Selain itu, dokumen – 





















































Berdasarkan pembahasan dan hasil pengamatan yang telah dilakukan di 
PD.BPR BKK BOYOLALI KOTA Cabang Ampel, maka penulis menarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan prosedur pemberian kredit di PD.BPR BKK BOYOLALI 
KOTA Cabang Ampel mulai dari pengumpulan berkas sampai 
transaksi realisasi kredit telah dilakukan dengan baik. Melalui proses 
yang cepat dan persyaratan yang mudah serta sederhana. 
2. Masih terdapat kelemahan dalam prosedur pemberian kredit pada 
PD.BPR BKK BOYOLALI KOTA Cabang Ampel yaitu Subsi kredit 
kurang teliti dalam pengecekan berkas yang masuk, sehingga banyak 
calon debitur yang lolos dalam persyaratan administratif 
3. Secara keseluruhan proses pemberian kredit di PD.BPR BKK 
BOYOLALI KOTA Cabang Ampel telah memenuhi standar kelayakan 
pemberian kredit seperti yang dilakukan oleh bank-bank lain. Prosedur 
pemberian kredit tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan, hal ini 
dilakukan untuk menjamin keamanan kredit yang disalurkan baik bagi 



















































commit to user 
B. SARAN 
 
Setelah mengamati secara langsung kejadian-kejadian yang terjadi di PD.BPR 
BKK BOYOLALI KOTA Cabang Ampel, maka penulis dapat menyarankan 
sebagai berikut: 
1. Sehubungan dengan proses pengumpulan berkas pada saat pengajuan 
permohonan kredit yang hanya ditangani oleh seorang petugas subsi 
kredit pada bagian front office, sebaiknya perlu ditambah petugas pada 
bagian front office yang khusus menangani pengumpulan berkas dan 
kelengkapan data, sehingga petugas kredit dapat fokus pada proses 
wawancara dan kegiatan analisis. 
2. Subsi kredit membantu debitur dalam pemberian keterangan tentang 
prosedur dan persyaratan yang harus dilaksanakan, baik dalam hal 
kelengkapan berkas maupun informasi lainnya yang dibutuhkan 
debitur. 
 
 
 
 
